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ABSTRACT  
The advancement of information technology has encouraged the modernization of the 
judicial system in Indonesia through the implementation of E-Court as a form of legal service 
digitalization. This study aims to analyze the mechanism of summons through postal 
services within the E-Court system in divorce cases and its relevance in ensuring the real 
participation of the parties without compromising the principle of a fair trial. The research 
method used is a normative juridical approach by examining legal regulations and judicial 
practices. The results show that the E-Court system improves administrative efficiency, 
accelerates trial processes, and enhances access to justice. Summons through postal services 
serve as an important alternative for parties who are not fully integrated into digital systems, 
ensuring their presence and participation in court proceedings. However, its implementation 
still faces challenges such as limited infrastructure, low digital literacy, and potential delays 
in delivery. Therefore, an adaptive summons system is needed to ensure legal certainty and 
protection of the parties’ rights. In conclusion, postal summons within the E-Court system 
supports an effective, efficient, and fair judicial process. 
Keywords: E-Court, Summons, Divorce, Postal Service, Fair Trial 
 
ABSTRAK  
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di 
Indonesia melalui penerapan E-Court sebagai bentuk digitalisasi layanan hukum. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem 
E-Court pada perkara perceraian serta relevansinya dalam menjamin partisipasi nyata para 
pihak tanpa mengorbankan asas peradilan yang adil (fair trial). Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan 
perundang-undangan dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 
E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, 
serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Pemanggilan melalui kantor pos menjadi 
alternatif penting bagi pihak yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital, sehingga 
tetap menjamin kehadiran dan keterlibatan para pihak dalam persidangan. Namun, 
implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya 
literasi digital, serta potensi keterlambatan pengiriman surat. Oleh karena itu, diperlukan 
optimalisasi sistem pemanggilan yang adaptif agar tetap menjamin kepastian hukum dan 
perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, pemanggilan melalui kantor pos dalam 
sistem E-Court dapat mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan 
berkeadilan. 
Kata Kunci: E-Court, Pemanggilan, Perceraian, Kantor Pos, Fair Trial. 
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PENDAHULUAN  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah 

membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 
dalam bidang hukum dan sistem peradilan. Transformasi digital menjadi 
kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, 
dan transparan. Di Indonesia, modernisasi peradilan diwujudkan melalui 
penerapan sistem E-Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung sebagai 
bentuk digitalisasi administrasi perkara dan persidangan. Sistem ini mencakup 
berbagai layanan seperti pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), 
pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan para pihak (e-summons), serta 
persidangan secara elektronik (e-litigation)(Dhru et al., 2021; Sony valentino tulung, 
2024). 

Penerapan E-Court bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang 
sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, sistem ini juga 
diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses 
peradilan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya 
sistem digital ini, proses administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara 
manual dapat dipersingkat, sehingga memberikan kemudahan bagi para pencari 
keadilan dalam mengakses layanan hukum (Dewantoro, 2023). 

Meskipun demikian, implementasi E-Court tidak sepenuhnya berjalan tanpa 
hambatan. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah mekanisme 
pemanggilan para pihak dalam persidangan, khususnya dalam perkara perceraian. 
Pemanggilan merupakan tahapan yang sangat penting karena berkaitan langsung 
dengan keabsahan proses persidangan dan pemenuhan hak para pihak untuk hadir 
dan didengar di muka pengadilan. Dalam perspektif prinsip fair trial, setiap pihak 
harus diberikan kesempatan yang layak untuk mengetahui jalannya persidangan 
serta berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut (Rahmawati et al., 2024). 

Dalam praktiknya, meskipun E-Court telah menyediakan mekanisme 
pemanggilan secara elektronik, tidak semua pihak dapat dijangkau melalui sarana 
digital. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi 
digital, serta kondisi geografis masyarakat yang beragam (Azzahiroh et al., 2020). 
Oleh karena itu, pemanggilan melalui kantor pos masih digunakan sebagai 
alternatif untuk menjamin bahwa informasi mengenai persidangan dapat diterima 
secara sah oleh para pihak. Penggunaan layanan kantor pos dalam sistem E-Court 
menjadi bentuk integrasi antara metode konvensional dan digital guna menjaga 
keseimbangan antara efisiensi dan keadilan prosedural (Shodikin et al., 2021). 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi E-Court dari 
berbagai sudut pandang. Penelitian oleh (Prodjodikoro & Budiono, 2021) 
menunjukkan bahwa E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan 
mempercepat proses penyelesaian perkara. Penelitian (Haleda et al., 2025) juga 
menemukan bahwa penerapan E-Court berkontribusi terhadap peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas dalam layanan peradilan. Sementara itu, (Yoesuf et 
al., 2023) menyatakan bahwa sistem ini memberikan kemudahan akses bagi 
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masyarakat dalam berperkara, khususnya dalam mengurangi hambatan geografis. 
Namun, (Jashari, 2024) mengungkapkan bahwa implementasi E-Court belum 
sepenuhnya optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi 
digital masyarakat. Selain itu, penelitian (Nuraini et al., 2025) menekankan 
pentingnya kesiapan sistem dan pengguna dalam menjamin keberhasilan 
transformasi digital dalam pelayanan publik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar kajian masih berfokus pada efektivitas umum penerapan E-Court, 
seperti efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Namun, kajian yang secara 
spesifik membahas mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-
Court, khususnya dalam perkara perceraian, masih terbatas. Padahal, aspek 
pemanggilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keabsahan 
proses persidangan serta perlindungan hak-hak para pihak dalam kerangka fair 
trial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu 
dikaji lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-
Court pada perkara perceraian serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu 
menjamin partisipasi nyata para pihak dalam persidangan tanpa mengorbankan 
asas peradilan yang adil (fair trial). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court 
serta menilai efektivitasnya dalam menjamin keadilan prosedural dan partisipasi 
para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam 
pengembangan hukum acara berbasis digital serta kontribusi praktis dalam 
meningkatkan kualitas implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia. 

 
METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). 
Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis norma 
hukum, konsep, serta praktik pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-
Court pada perkara perceraian, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip 
peradilan yang adil (fair trial). Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-
analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi secara sistematis, 
kemudian dianalisis dengan menggunakan teori, asas hukum, serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang relevan (Supriadi et al., 2025). 

Penelitian ini tidak terikat pada lokasi geografis tertentu karena merupakan 
penelitian kepustakaan. Namun demikian, fokus kajian diarahkan pada praktik 
penyelenggaraan peradilan di Indonesia, khususnya pada lingkungan peradilan 
agama yang menangani perkara perceraian dengan penerapan sistem E-Court. 
Dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti 
berfungsi sebagai instrumen utama (human instrument) yang secara aktif melakukan 
proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis data (Prodjodikoro & 
Budiono, 2021). Peneliti melakukan penelusuran data secara sistematis terhadap 
berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan 
model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan (Berutu et al., 2022), yang 
meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan 
data yang diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan 
dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan terstruktur sehingga 
memudahkan dalam memahami hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan 
kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap data yang telah 
dianalisis dengan mengacu pada teori, asas hukum, serta peraturan yang berlaku. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Court dalam 
perkara perceraian telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme 
administrasi dan persidangan di pengadilan, khususnya dalam aspek pemanggilan 
para pihak. Berdasarkan data dokumentasi dan studi literatur, pemanggilan melalui 
kantor pos masih menjadi bagian penting dalam sistem E-Court, terutama bagi 
pihak yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi digital. Dalam perspektif 
teori efektivitas hukum, suatu aturan dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan 
dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat (Rahmawati et al., 2024). 
Dalam hal ini, penggunaan kantor pos sebagai sarana pemanggilan menunjukkan 
adanya upaya untuk memastikan keberlakuan hukum tetap efektif di tengah 
keterbatasan akses digital. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kantor pos sebagai 
sarana pemanggilan memberikan kontribusi terhadap perluasan akses keadilan. 
Hal ini sejalan dengan teori akses terhadap keadilan (access to justice) yang 
menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk 
memperoleh layanan hukum tanpa hambatan ekonomi, sosial, maupun geografis 
(Wala, 2022). Dalam konteks ini, pemanggilan melalui kantor pos menjadi 
instrumen penting untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses 
terhadap teknologi informasi, sehingga tetap dapat berpartisipasi dalam proses 
persidangan. 

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya kendala 
dalam pelaksanaan pemanggilan melalui kantor pos, seperti keterlambatan 
pengiriman, kesalahan alamat, serta keterbatasan jangkauan wilayah. Kondisi ini 
dapat mempengaruhi keabsahan pemanggilan serta kehadiran para pihak dalam 
persidangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu proses hukum harus 
memberikan jaminan bahwa prosedur yang dijalankan dapat diprediksi dan 
memberikan kepastian bagi para pihak (Yoesuf et al., 2023). Oleh karena itu, 
keterlambatan atau kegagalan pemanggilan dapat berimplikasi pada terganggunya 
kepastian hukum dalam proses persidangan. 

Dari sudut pandang prinsip fair trial, pemanggilan merupakan bagian 
fundamental dalam menjamin hak para pihak untuk didengar (right to be heard). 
Prinsip ini merupakan bagian dari due process of law yang menekankan bahwa 
setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum 
(Prahassacitta & Monica, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 
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pemanggilan melalui kantor pos memiliki keterbatasan, mekanisme ini tetap 
berperan dalam menjamin terpenuhinya hak prosedural para pihak, khususnya 
bagi mereka yang tidak dapat dijangkau melalui sistem elektronik. 

Lebih lanjut, integrasi antara pemanggilan elektronik (e-summons) dan 
pemanggilan melalui kantor pos mencerminkan pendekatan sistem hukum yang 
adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori hukum 
progresif yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri 
dengan perkembangan masyarakat dan teknologi untuk mencapai keadilan 
substantif (Berutu et al., 2022). Dengan demikian, kombinasi antara sistem digital 
dan konvensional dalam pemanggilan merupakan bentuk inovasi yang bertujuan 
untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. 

Dalam konteks perkara perceraian, kehadiran para pihak dalam persidangan 
sangat penting karena berkaitan dengan proses mediasi dan pembuktian. Menurut 
teori partisipasi dalam proses hukum, keterlibatan aktif para pihak merupakan 
indikator penting dalam menjamin keadilan prosedural (Rosady & Hayati, 2021). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan melalui kantor pos masih 
memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran para pihak, sehingga proses 
persidangan dapat berjalan secara optimal. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan melalui kantor 
pos dalam sistem E-Court memiliki peran penting dalam menjembatani 
kesenjangan digital yang masih terjadi di masyarakat. Meskipun terdapat kendala 
teknis, mekanisme ini tetap mendukung terwujudnya prinsip efektivitas hukum, 
akses terhadap keadilan, kepastian hukum, serta fair trial. Oleh karena itu, 
diperlukan optimalisasi melalui peningkatan koordinasi dengan layanan pos, 
pembaruan data alamat, serta integrasi sistem yang lebih baik agar mekanisme 
pemanggilan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjamin keadilan bagi 
seluruh pihak. 
 
SIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme 
pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian 
memiliki peran yang tetap relevan dan strategis dalam mendukung 
penyelenggaraan peradilan yang efektif dan berkeadilan. Meskipun sistem E-Court 
telah mengintegrasikan pemanggilan elektronik sebagai bentuk modernisasi 
layanan peradilan, realitas sosial masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya 
siap secara digital menjadikan pemanggilan melalui kantor pos sebagai alternatif 
yang tidak dapat diabaikan. Mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan dalam 
mengatasi kesenjangan digital, sehingga para pihak tetap memperoleh informasi 
secara sah dan memiliki kesempatan untuk hadir serta berpartisipasi dalam 
persidangan. Dengan demikian, pemanggilan melalui kantor pos tidak hanya 
berperan sebagai pelengkap sistem elektronik, tetapi juga sebagai instrumen 
penting dalam menjamin terpenuhinya prinsip fair trial, khususnya hak untuk 
didengar (right to be heard) dan memperoleh akses terhadap keadilan secara setara. 

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa meskipun pemanggilan melalui 
kantor pos memberikan kontribusi positif terhadap inklusivitas sistem peradilan, 
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masih terdapat berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian, seperti 
keterlambatan distribusi surat, ketidaktepatan alamat, serta keterbatasan jangkauan 
layanan di wilayah tertentu. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas 
pemanggilan dan berdampak pada kelancaran proses persidangan. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan koordinasi antara pengadilan 
dan layanan pos, pembaruan data administrasi para pihak secara berkala, serta 
penguatan integrasi antara sistem elektronik dan konvensional. Penelitian 
selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris berbasis data 
lapangan guna mengukur secara lebih konkret tingkat efektivitas pemanggilan 
dalam praktik peradilan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih 
komprehensif dalam pengembangan kebijakan E-Court yang adaptif, responsif, dan 
berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak. 
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